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ABSTRAK 
 
Tika Damayanti (B 111 09 163), Penerapan Sanksi Pidana Terhadap 
Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi(studi kasus : 
No:936.K/Pid.Sus/2009.MA) (di bawah bimbingan Prof. Dr. H. M. Said 
Karim SH.,MH. selaku pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin selaku 
pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiPenerapan Sanksi Pidana 
Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi 
Pada Perkara Pidana No:936.K/Pid.Sus/2009.MA serta untuk mengetahui 
apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Menentukan 
Berat Dan Ringannya Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Perkara 
Pidana No:936.K/Pid.Sus/2009 terhadap terdakwa kasus korupsi secara 
berlanjut. 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library 
research) dan penelitian lapangan (field research) dengan tipe penelitian 
deskriptif yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan 
kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan 
objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis yaitu kajian terhadap 
peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer 
yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan dan data 
sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini 
dilaksanakan di Mahkamah Agung. 
Temuan  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah 
PenerapanSanksiPidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang 
Dilakukan Oleh Korporasi Pada Perkara Pidana 
No:936.K/Pid.Sus/2009adalah  berdasarkan  hasil  penelitian,penulis  
menganggap sudah  sesuai  dengan  ketentuan  Perundang-undangan  
yang  berlaku,  yaitu  berdasarkan  Pasal  pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 jo 
pasal 20 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) 
KUHPdenganmelihat  asas  ”lex  specialis  derogat  lex  generalis”, 
dimana  asas  inimengatakan  bahwa  aturan  khusus  mengesampingkan  
aturan  umum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu masalah besar yang dihadapi pada saat ini adalah 
dibidang hukum. Hal ini merupakan fenomena kehidupan masyarakat 
yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan bukanlah 
merupakan masalah baru di Indonesia, meskipun tempat dan waktunya 
berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Semakin lama kejahatan 
di kota-kota besar semakin meningkat baik dari subjek hukum itu sendiri 
maupun dari obyek hukumnya yang merambah hingga di kota-kota kecil. 
Seiring dengan perkembangan zaman, tindak kejahatan juga 
semakin berkembang di berbagai sektor hukum. Tindak kejahatan tidak 
hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan juga badan hukum 
yang merupakan bagian dari subjek hukum di Indonesia. 
Korporasi dalam tataran hukum pidana Indonesia termasuk bentuk 
lain dari badan hukum. Selain badan hukum, organisasi maupun 
perkumpulan orang yang tidak terdaftar sekalipun, juga dapat dikatakan 
sebagai korporasi dalam hukum pidana. Perluasan makna tersebut, 
menggeser substansi badan hukum yang dikenal dalam hukum perdata 
seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 BW. Seharusnya penafsiran 
terhadap korporasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak 
melebihi dari makna badan hukum itu sendiri.  
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Dengan keadaan yang demikian, dalam praktek hukum peradilan 
menimbulkan penjeratan yang semakin luas. Kewenangan hakim untuk 
menciptakan hukum baru (judges law maker) melalui putusan-putusan 
yang terkait korporasi dalam aspek pidana teruji disini. Menilik kasus yang 
ada, untuk menentukan suatu korporasi bukan badan hukum dapat 
dipidana, Hakim mempunyai kapasitas menafsirkan sejauh apa suatu 
organisasi maupun perkumpulan orang dikatakan sebagai korporasi 
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Korporasi 
merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum 
bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri sebagai suatu 
personifikasi. Kejahatan Korporasi merupakan kejahatan yang dilakukan 
oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi yang sengaja 
dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. 
Seiring berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia 
yang mengarah ke globalisasi dimana memberikan peluang yang besar 
akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari 
korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-
sektor kehidupan manusia. Dampak yang kita rasakan menurut sifatnya 
ada dua yaitu dampak positf dan dampak negatif. untuk yang berdampak 
positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang 
berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.Kejahatan 
Korporasi (Corporate Crime) memberikan akibat dampat negatif yang 
sangat besar, oleh sebab itu negara-negara maju khususnya yang 
perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau 
3 
mencegah dampak tersebut salahsatunya dengan menggunakan istrumen 
hukum pidana (bagian dari hukum publik). Sebenarnya kejahatan 
korporasi sudah dikenal lama dalam ilmu kriminologi. Di kriminologi 
sendiri corporate crime merupakan bagian dari kejahatan kerah putih 
(white collar crime).white collar crime sendiri diperkenalkan oleh pakar 
kriminologi terkenal yaitu E.H. Sutherland (1883-1950) dalam pidato 
bersejarahnya yang dipresentasikan "...at the thirty-fourth annual meeting 
of the American Sociological Society ini Philadelphia on 27 December 
1939". semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi 
mengembangkan konsep tersebut. 
Dalam perjalanannya pemikiran mengenai corporate crime, banyak 
menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum khususnya hukum 
pidana. Di hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu 
doktrin ''universitas delinquere non potest'' (korporasi tidak mungkin 
melakukan tindak pidana), ini dipengaruhi pemikiran, bahwa keberadaan 
korporasi di dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum yang tidak 
mempunyai mind (pemikiran), sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral 
yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur 
kesalahan). Padahal dalam suatu delik/tindak pidana mensyaratkan 
adanya kesalahan (mens rea) selain adanya perbuatan (actus reus) atau 
dikenal dengan ''actus non facit reum, nisi mens sit rea''. Namun masalah 
ini sebenarnya tidak menjadi masalah oleh kalangan yang pro terhadap 
pemikiran corporate crime. 
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Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak 
pidana korporasi yaitu, pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang 
lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua 
tentang kesalahan pada korporasi. Hal yang pertama untuk dapat 
dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan 
korporasi maka digunakanlah “asas identifikasi” . Dengan asas tersebut 
maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasikan 
(dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Untuk hal yang 
kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang 
pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang 
secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke dader) namun hal ini dapat 
diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (functionele dader) . Dapat 
dibuktikannya bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu 
dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang 
bersangkutan maka kesalahan (dolus and culpa) mereka harus dianggap 
sebagai kesalahan korporasi. Di negara-negara Common Law 
System seperti Amerika, Inggris, dan Kanada upaya untuk membebankan 
pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability) sudah 
dilakukan pada saat Revolusi Industri. 
Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan 
masyarakat.Dalam perkembangannya tidak jarang korporasi melakukan 
korupsi, oleh karena itu korporasi diterima sebagai subyek hukum dan 
diperlakukan sama dengan subyek hukum orang. Namun hingga saat ini 
belum ada korporasi yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana. 
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Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih belum efektif, efektif 
tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari substansi hukum, struktur 
hukum, dan budaya hukum. Penerapan sanksi pidana tersebut juga 
memiliki kendala dalam prakteknya, antara lain belum ada yurisprudensi 
mengenai pemidanaan terhadap korporasi, keterbatasan penguasaan 
teori hukum pidana, kurangnya kemauan yang kuat dari penegak hukum, 
ancaman pidana pokok yang hanya berupa denda serta tuntutan pidana 
kepada korporasi dapat diwakilkan. Berdasarkan fakta tersebut, 
diharapkan ada pembaruan hukum acara yang mengatur mengenai 
pemidanaan korporasi serta jaksa harus lebih berani dalam menempatkan 
korporasi sebagai tersangka. 
Atas dasar pemikiran itulah maka Penulis menganggap bahwa 
perlunya Penulis memilih judul proposal ini. Dalam skripsi yang dibahas, 
Penulis mengangkat sebuah judul yaitu “Penerapan Sanksi Pidana 
Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi 
Kasus : No:936.K/Pid.Sus/2009.MA)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis 
merumuskan  beberapa masalah untuk dibahas, yaitu : 
1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak 
Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Perkara Pidana 
No:936.K/Pid.Sus/2009.MA ? 
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2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Dan 
Ringannya Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Perkara Pidana 
No:936.K/Pid.Sus/2009.MA ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada perkara pidana 
No.936.K/Pid.Sus/2009.MA 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan berat dan 
ringannya pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana 
No:936.K/Pid.Sus/2009.MA 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut : 
1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di 
Indonesia, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap 
korporasi. 
2. Menambah bahan referensi bagi Penulis dan mahasiswa fakultas 
hukum dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 
memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam 
penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di Indonesia. 
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4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah 
terulangnya peristiwa yang serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Korporasi 
1. Pengertian Korporasi. 
Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPer) disebutkan bahwa korporasi di definisikan sebagai :  
"Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang 
atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam 
perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh 
dari perseroan itu dibagi di antara mereka". 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korporasi adalah badan 
usaha yg sah; badan hukum;  perusahaan atau badan usaha yang 
sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan 
dijalankan sebagai satu perusahaan besar. 
Berikut ini beberapa pengertian korporasi menurut para ahli yaitu: 
a. Menurut Utrecht (Nurul Huda:2011) 
“Badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak 
atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.” 
b. Menurut Rochmat Soemitro (Nurul Huda:2011) 
“Suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta berkewajiban 
seperti seorang pribadi.” 
c. Menurut Satjipto Rahardjo (Nurul Huda:2011) 
“Badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari corpus, yaitu struktur 
fisiknya dan kedalamnya unsur memasukkan unsur animus yang 
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membuat badan mempunyai kepribadian, oleh karena badan hukum 
itu merupakan ciptaan hukum, maka oleh penciptanya kematiannya 
ditentukan oleh hukum.” 
 
d. Menurut Chidir Ali (Nurul Huda:2011) 
“Hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat– syarat 
tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai 
orang yang merupakan pembawahan dan karenanya dapat 
menjalankan hak – hak seperti orang biasa serta dapat 
dipertanggung jawabkan, namun demikian badan hukum (korporasi) 
bertindak harus dengan perantaraan orang biasa. Akan tetapi orang 
yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan 
atas pertanggungjawaban korporasi.” 
 
e. Menurut Black’s Law Dictionary (Nurul Huda:2011) 
“Corporation is an artificial or legal created by or under the 
authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare 
instances, of a single person an his successors, being incumbents of 
a particular office, but ordinarily consisting of an association of 
numerous individuals.” 
(Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan 
oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, 
yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal 
adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi 
biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu). 
 
f. Menurut Jowitt’s Dictionary of  English Law (Nurul Huda:2011) 
“Corporation is a succession or collection of persons having in 
the estimation of the law existence and right and duties distinct from 
those of the individual persons who from it to from time to time. A 
corporation is also known as a body politic. It has fictious personality 
distinct from that of its member.” 
 
 
 
(Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang 
yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban 
hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Korporasi 
juga dikenal sebagai suatu badan politik. Korporasi memiliki karakter 
fiktif yang berbeda dari para anggotanya.) 
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2. Jenis-jenis Korporasi 
a. Korporasi Publik 
Korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan 
untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik.  
b. Korporasi Privat 
Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat 
bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi 
privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah 
dengan istilah go public. 
c. Korporasi Publik Quasi 
Korporasi yang melayani kepentingan umum (Public Service). 
 
3. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Badan Hukum Atau 
Korporasi Sebagai Subyek Hukum 
Adapun undang-undang yang mengatur tentang badan hukum 
Atau korporasi sebagai subyek hukum adalah : 
a. Undang-Undang Pos (Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984 ) 
Dalam Pasal 19 (3), Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat 
(1) dan ayat (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, 
perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan 
pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, 
baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan 
tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan 
tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam 
perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap 
kedua-duanya. 
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b. Undang-Undang Perindustrian (Undang-Undang Nomor 5 tahun 
1984) 
Dalam Pasal 1 ke-7, Perusahaan industri adalah badan usaha yang 
melakukan kegiatan di bidang usaha industri 
c. Undang-Undang Narkotika (Nomor 22 Tahun 1997) 
Dalam Pasal 1 ke-19, Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari 
orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun 
bukan. 
d. Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998) 
Dalam Pasal 21 (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: 
1. Perseroan Terbatas\ 
2. Koperasi 
3. Perusahaan Daerah 
e. Undang-Undang Pasar modal (Undang-Undang Nomor 8 tahun 
1995) 
Dalam Pasal 1 ke-23, Pihak adalah orang perseorangan, 
perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang 
terorganisasi. 
f. Undang-Undang Pisikotropika (Undang-Undang Nomor 5 tahun 
1997) 
Dalam Pasal 1 ke-13, Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau 
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun 
bukan badan hukum. 
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g. Undang-Undang Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2009) 
Dalam Pasal1 ke-32, Setiap orang adalah orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum. 
h. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 
tahun 1999) 
Dalam Pasal 1 ke-3, Pelaku usaha adalah setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi 
i. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Unang Nomor 20 
Tahun 2001) 
Dalam Pasal 1 ke-1, Korporasi adalah kumpulan orang dan atau 
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun 
bukan badan hukum 
j. Undang-Undang Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010) 
Dalam Pasal 1 ke-10, Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau 
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun 
bukan badan hukum. 
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B. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian    
Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di 
Indonesia, karena telah ada sejak tahun 1950-an. Bahkan berbagai 
kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, 
menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun 
dengan menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada masih 
banyak menemui kegagalan. Keadaan demikian akan menggoyahkan 
demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian Hukum 
serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat sejahtera.  
Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor 
yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara 
disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistemik, sehingga tidak 
saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi 
juga lembaga Hukum. Istilah Korupsi berasal dari kata latin ”corruptio” 
atau ”corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau 
perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang 
berpendapat bahwa dari segi istilah ”korupsi” yang berasal dari kata 
”corrupteia” yang dalam bahasa Latin berarti ”bribery” atau ”seduction”, 
maka yang diartikan ”corruptio” dalam bahasa Latin ialah ”corrupter” 
atau ”seducer”. ”Bribery” dapat diartikan sebagai memberikan kepada 
seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan 
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pemberi.Sementara ”seduction” berarti sesuatu yang menarik agar 
seseorang menyeleweng.  
Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang 
dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang 
tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan 
jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan 
untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya 
dan hak-hak dari pihak lain.  
Pendapat lain dikemukakan Syeh Hussein Alatas, dalam bukunya 
“The Sociology of Corruption” mengemukakan pengertian korupsi 
dengan menyebutkan benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas 
korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan 
tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, 
dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasian, penghianatan, 
penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang 
diderita oleh masyarakat. Menurutnya, “corruption is the abuse of trust 
in the interest of private gain” yakni penyelahgunaan amanah untuk 
kepentingan pribadi.Dalam ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 
1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, 
dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik 
formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak 
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pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, 
menyatakan sebagai berikut :  
“Setiap orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara.”  
 
Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, 
menyatakan : 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara.” 
 
Definisi yuridis di atas merupakan batasan formal yang ditetapkan 
oleh badan atau lembaga formal yang memiliki wewenang untuk itu di 
suatu negara.Oleh karena itu, batas-batas korupsi sangat sulit 
dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang 
domestik suatu negara.Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak 
pidana di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 24Tahun 1960 
tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana 
Korupsi. Dalam kenyataannya undang-undang ini tidak mampu 
melaksanakan tugasnya sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-
undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dan terakhir sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan 
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan 
ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
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Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi 
atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk 
mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, 
agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi 
dan meminimalisir celah-celah Hukum, yang dapat dijadikan alasan 
untuk dapat melepaskan diri dari jeratan Hukum.  
Dalam pengertian yuridis, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
memberikan batasan tentang pengertian tindak pidana korupsi dengan 
cakupan yang lebih luas sehingga meliputi berbagai tindakan termasuk 
tindakan ”penyuapan”, yang dapat dipahami dari bunyi teks Pasal-
Pasalnya, kemudian mengelompokannya ke dalam beberapa rumusan 
delik. Dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan 
Hukum dalam rangka pemberantaan korupsi akan terwujud, baik dalam 
bentuk pencegahan (preventif) maupun tindakan (represif). 
Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, 
tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal. 
 
2. Unsur-unsur  Tindak Pidana Korupsi  
Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999, yaitu: 
a. Melawan Hukum 
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi 
c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara 
 
17 
Rumusan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yaitu:  
a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi 
b. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatanatau kedudukan 
c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
Negara.  
Persamaan kedua Pasal tersebut diatas adalah, terletak pada 
dicantumkannya unsur,” dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian negara”. 
Dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf a,b Undang-undang No.31 
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-
undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No.31 
tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-
unsurnya sebagai berikut:  
a. Setiap orang. 
b. Menyalah gunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan. 
c. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi.  
d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 
e. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan  
f. Dilakukan secara berlanjut.   
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Rumusan Pasal 2 mensyaratkan adanya pembuktian unsur 
“melawan Hukum” sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau korporasi, sehingga negara dirugikan.Pengertian unsur, 
“melawan Hukum” di dalam Pasal 2 harus dijelaskan dengan merujuk 
kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) sejak 
tahun 1966 (kasus Machroes Effendi ) dan tahun 1977(kasus Ir.Otjo) 
dengan penerapan unsur melawan Hukum materiel dengan fungsi yang 
negatif, sebagai alasan penghapus tindak pidana di luar undang-
undang; tahun 1983 (kasus Raden Sonson Natalegawa), dengan 
penerapan unsur melawan Hukum dengan fungsi positif, yang 
menegaskan perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas-asas 
kepatutan dan kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat. 
 
3. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Korupsi  
Di Indonesia bentuk-bentuk korupsi banyak sekali. Beberapa 
diantaranya adalah: 
a. Menggunakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan 
kepadanya. Ini sering terjadi pada pejabat tingkat tinggi. Misalnya dia 
menjadi kepala suatu departemen, kemudian departemen tersebut 
mengadakan suatu proyek pembangunan yang proses tendernya 
dimenangkan oleh pihak tertentu. Kemudian pejabat ini akan 
mendapat imbalan dari pemenang proyek tesebut. 
b. Pembayaran yang fiktif. Kasus ini sering terjadi pada pegawai yang 
sering melakukan belanja untuk keperluan kantor. Caranya adalah 
dengan membuat laporan atau nota palsu yang menuliskan harga 
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barang lebih mahal dari yang sebenarnya. Selisih harga barang 
tersebut akan masuk ke kantor pribadi. 
c. Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Ini juga 
merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering dilakukan oleh 
pegawai kantor maupun kepala atau pimpinannya sendiri. Misalnya 
menggunakan telepon untuk menelpon orang lain yang urusannya 
tidak ada sama sekali dengan pekerjaan. Atau menggunakan mobil 
dinas untuk kepentingan sendiri, padahal bensin yang digunakan 
adalah milik kantor. 
d. Bekerja tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ini biasanya 
sering disebut dengan korupsi waktu. Misalnya jam kerja kantor 
ditentukan mulai pukul sembilan pagi hingga empat sore. Namun 
yang terjadi adalah seorang pegawai atau kepala dinas datang lebih 
siang dan pulangnya lebih awal. Padahal masih banyak perkerjaan 
yang harus segera diselesaikan. 
e. Menyelenggarakan perjalanan dinas fiktif. Sistem operasinya adalah 
dengan mengajukan dana untuk melakukan perjalanan dinas ke luar 
kota, misalnya dengan alasan untuk study banding. Kenyataannya, 
dia hanya istirahat di rumah tanpa melakukan kegiatan apapun juga. 
Dana yang semestinya untuk perjalanan dinas dipakai untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri.  
f. Mengurangi kualitas barang yang dibeli. Misalnya seorang pegawai 
mendapat tugas untuk membeli sebuah komputer dengan kualitas 
yang tinggi, namun komputer tersebut kualitasnya biasa saja bahkan 
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di bawah standar. Tentu saja harga komputer ini lebih murah. Sisa 
uang dari pembelian komputer menjadi milik pegawai tersebut. Dan 
lain sebaginya. 
 
C. Kejahatan Korporasi 
1. Pengertian Kejahatan Korporasi 
Berikut pendapat para ahli mengenai pengertian kejahatan korporasi  
a. Menurut Black’s Law Dictionary (Nurul Huda:2011) 
“Corporate crime is any criminal offense committed by and hence 
chargeable to a corporation because of activities of its officers or 
employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to 
as “white collar crime.” 
(Kejahatan korporasi adalah segala tindak pidana yang dilakukan 
oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada sebuah korporasi 
karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan 
karyawannya (Penetapan harga, pembuangan limbah), seringkali 
dikenal sebagai kejahatan kerah putih.} 
b. Menurut Sally A. Simpson (Nurul Huda:2011) 
“Conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a 
corporation, which is proscribed and punishable by law.” 
(Perilaku sebuah korporasi atau para pegawainya atas nama 
korporasi, dimana perilaku tersebut dilarang dan patut dihukum oleh 
hukum.) 
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Menurut Sally A. Simpson, terdapat 3 poin penting pada pendapat 
John Braithwaite, yaitu : 
1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan 
perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur 
administrasi. Oleh karena itu, yang digolongkan kejahatan 
korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, 
tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. 
2. Baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan”) dan 
perwakilannya (illegal actor) termasuk sebagai pelaku kejahatan, 
dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain 
kejahatan yang dilakukan, aturan, dan kualitas pembuktian dan 
penuntutan. 
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan bertujuan 
untuk kepentingan pribadi (individu), melainkan pada pemenuhan 
kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak 
menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma 
operasional (internal) dan sub-kultur organisasional. 
c. Menurut B. Clinard & Peter C Yeager (Nurul Huda:2011) 
“Setiap tindakan korporasi yang biasa dimana diberi hukuman oleh 
negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, 
atau hukum pidana.´Kejahatan Korporasi merupakan bagian dari 
kejahatan kerah putih, namun lebih spesifik. Merupakan kejahatan 
teroganisasi dalam hubungan yang kompleks dan mendalam antara 
seorang pimpinan eksekutif dan manager dalam suatu tangan. Dapat 
juga berbentuk sebagai perusahaan keluarga, namun tetap dalam 
kejahatan kerah putih.” 
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2. Klasifikasi Kejahatan yang Berkaitan Dengan Korporasi 
Klasifikasi kejahatan yang berkaitan dengan korporasi adalah 
sebagai berikut: 
a. Kejahatan Korporasi (Crime for Corporation) 
Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi/pegawai 
korporasi bukan demi kepentingan pribadi pelaku, namun dalam 
usaha korporasi tersebut memperoleh keuntungan. 
b. Korporasi Kriminal (Criminal Corporation) 
Korporasi yang sedari awal didirikan dengan tujuan untuk melakukan 
tindak kejahatan (mafia, yakuza, triad, kartel, dan lain-lain). 
c. Kejahatan Terhadap Korporasi (Crime Against Corporation) 
Korporasi merupakan korban dalam tindakan kejahatan tersebut. 
3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Korporasi 
Bentuk-Bentuk Kejahatan Korporasi yaitu : 
a. Bidang Ekonomi 
Menurut Joseph F. Sheley (Nurul Huda:2011) 
1. Menipu pemegang saham (Defrauding Stockholder) 
2. Menipu masyarakat (Defrauding the Public) 
3. Menipu pemerintah (Defrauding the Government) 
4. Membahayakan kesejahteraan/keselamatan masyarakat 
(Endangering the Public Welfare) 
5. Membahayakan karyawan (Endangering the Employee)  
6. Intervensi illegal dalam proses politik (Illegal Intervention in the 
Political Process) 
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Menurut Kadish (Nurul Huda:2011) 
1. Property Crime (Perbuatan yang mengancam keselamatan harta 
benda atau kekayaan pribadi seseorang atau negara). 
2. Regulatory Crime (Perbuatan yang melanggar peraturan 
pemerintah). 
3. Tax Crime (Pelanggaran terhadap pertanggung jawaban atas 
syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuatan laporan 
berdasarkan UU Pajak) 
Menurut E.H. Sutherland  
1. Laporan keuangan yang tidak sebenarnya dari korporasi 
(misrepresentation in financial statement of corporation) 
2. Penyuapan kepada pejabat pemerintah baik langsung atau tidak 
langsung untuk memperoleh tender dan berlindung dari peraturan. 
3. Iklan yang menyesatkan dan penjualan yang menipu 
4. Pengurangan ukuran atau berat dari produk 
5. Penipuan pajak 
6. Kejahatan terhadap Buruh 
7. Kejahatan HAKI 
8. Kejahatan Narkotika 
b. Menyangkut Masyarakat Luas 
1. Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup 
2. Kejahatan terhadap Konsumen 
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4. Faktor-faktor Pendorong Kejahatan Korporasi 
Adapun faktor-faktor pendorong kejahatan korporasi semakin 
besar di Indonesia yaitu: 
a. Dalam menghadapi persaingan bisnis, korporasi dituntut untuk 
melakukan inovasi seperti penemuan teknologi baru, teknik 
pemasaran, usaha-usaha menguasai atau memperluas pasar. 
Keadaan ini dapat menghasilkan kejahatan korporasi seperti 
memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, 
dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah 
pemasaran. 
b. Untuk mengamankan kebijaksanaan ekonominya, pemerintah antara 
lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur 
kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun penegkan yang 
lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada. Dalam 
menghadapi keadaan yang demikian, korporasi dapat 
melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti 
pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, memberikan danadana 
kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji 
untuk mencaut peraturan yang ada atau memberikan proyek-proyek 
tertentu, mengekspor perbuatan ilegal ke negara lain. 
c. Tuntutan perbaikan dalam penggajian, peningkatan kesejahteraan 
dan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja. Dalam hubungan dengan 
karyawan, tindakan-tindakan korporasi yang berupa kejahatan, 
misalnya pemberian upah di bawah minimal, memaksa kerja lembur 
atau menyediakan tempat kerja yang tidak memenuhi 
peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.  
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d. Ini terjadi karena adanya permintaan konsumen terhadap produk-
produk industri yang bersifat elastis dan berubah-ubah, atau karena 
meningkatnya aktivitas dari gerakan perlindungan konsumen. 
Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus 
pada kejahatan korporasi atau yang melanggar hukum, misalnya 
iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual 
barangbarang yang sudah kadaluwarsa, produk-produk yang 
membahayakan tanpa pengujian terlebih dahulu atau memanipulasi 
hasil pengujian. 
e. Hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran akan 
perlindungan terhadap lingkungan, seperti konservasi terhadap air 
bersih, udara bersih, serta penjagaan terhadap sumber-sumber 
alam. Dalam mengahadapi lingkungan publik, tindakan-tindkaan 
korporasi yang merugikan publik dapat berupa pencemaran udara, 
air dan tanah, menguras sumber-sumber alam. 
 
D. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Untuk memberikan penjelasan tentang arti “pidana” dan “hukum 
pidana” menurut pakar, yaitu : 
a. Menurut Mr. W. P. J. Pompe (Waluyadi,2003:3) memberikan batasan 
bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah keseluruhan 
aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan 
yang dapat dihukum dan aturan pidanaya. 
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b. Menurut Moelyatno (Waluyadi,2003:3), mengartikan bahwa hukum 
pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu 
Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, 
yang disertai ancaman atau sampai yang berupa pidana tertentu 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau telah 
melanggar larangan-larangan tersebut. 
c. Menurut Sudarto (Waluyadi,2003:3), mendefinisikan bahwa yang 
dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja 
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu.  
d. Menurut Saleh (Waluyadi,2003:3), mengartikan bahwa yang 
dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berjudul 
suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik. 
 
2. Jenis-jenis Pidana 
Mengenai teori pemidanaan dalam literatur hukum disebut dengan 
teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian 
hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan 
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tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan 
pidana tersebut.Dalam pasal 10 KUHPidana terdiri dari atas : 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan 
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Teori pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan 
yaitu: 
a. Teori absolute atau teori pembalasan 
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar 
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat, penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada 
penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan atau 
membuat penderitaan terhadap orang lain.Tindakan pembalasan di 
dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yakni: 
1. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut objektif dari pembalasan). 
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan). 
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b. Teori relative atau teori tujuan 
Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar 
bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum 
dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan 
untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.Pidana adalah 
alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar 
tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut 
pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang 
terpaksa perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ketertiban 
masyarakat maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu : 
1. Bersifat menakut-nakuti 
2. Bersifat memperbaiki 
3. Bersifat membinasakan 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua 
macam yaitu : 
1. Pencegahan umum 
2. Pencegahan khusus 
c. Teori gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan 
kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori 
gabungan dapat ditetapkan yaitu sebagai berikut: 
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1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu 
dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
 
E. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid,2007:427) bahwa dasar 
umum strafverhogingsgronden atau dasar pemberatan atau 
penambahan pidana umum adalah : 
a. Kedudukan sebagai pegawai negeri 
b. Recideive (Penggulangan delik) 
c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau 
concorcus. 
Kemudian Jonkers menyatakan bahwa title ketiga Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu 
Pasal 52 KUHP yang berbunyi : 
“Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar 
kewajibannya yang istimewa kedalam jabarannya karena 
melakukan kejahatan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada 
waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai 
kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena 
jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan 
sepertiganya.” 
 
Ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum 
dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena 
30 
kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 
KUHP yaitu : 
a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau 
b. Memakai kekuasaannya, kesempatan atau daya-daya upaya 
yang diperoleh karena jabatannya. 
Misalnya seorang dosen memukul mahasiswanya tidak memenuhi 
syarat butir a, sekalipun ia pegawai negeri. Seorang polisi yang 
bertugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang 
mencuri tidak juga memenuhi syarat butir a. barulah oknum polisi itu 
melanggar kewajibannya  yang istimewa karena jabatanya kalau ia 
memang ditugaskan khusus untuk menjaga uang banj Negara, lalu ia 
sendiri mencuri uang bank itu. Juga butir b sering tidak dipenuhi oleh 
seorang pegawai negeri.  
Misalnya seorang pegawai negeri yang bekerja dikantor sebagai 
juru tik tidak dapat dikenakan Pasal 52 KUHP kalau ia menahan 
seorang tahanan di tahanan kepolisian. Sebaliknya seorang penyidik 
perkara pidana yang merampas kemerdekaan seseorang memenuhi 
syarat butir b. seorang oknum kepolisian yang merampas nyawa orang 
lain dengan menggunakan senjata dinasnya memenuhi pula syarat 
itu.Kalau pengadilan hendak pidana maksimum, maka pidana tertinggi 
yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah 
dengan sepertiganya.  
Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan 
(ambtsdelicten) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 143 
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sampai dengan Pasal 437 KUHP, yang sebagaimana dimasukkan 
kedalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Pengertian pegawai negeri agak berbeda dengan definisi 
pegawai negeri menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 
a. Unsur menerima gaji tidak diisyarakatkan oleh hukum pidana 
b. Pengertian pegawai negeri telah diperluas dengan Pasal 92 KUHP 
yang mencakup juga sekalian orang yang dipilih menurut pilihan 
yang sudah diadakan menurut Undang-Undang umum, demikian 
pula orang yang diangkat menjadi oknum dewan pembuat undang-
undang atau perwakilan daerah dan setempat, dan sekalian kepada 
bangsa Indonesia (misalnya ketua-ketua dan oknum pemangku adat 
yang bukan kepala desa atau kampung) dan kepala orang-orang 
timur asing yang melakukan kekuasaan sah. Terhadap delik-delik 
korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 istilah 
pegawai negeri diperluas lagi sehingga mencakup juga jabatan yang 
bukan pegawai negeri dari pemerintah (dalam arti luas) dan 
masyarakat misalnya pegawai perguruan tinggi swasta, pengurus 
organisasi olahraga, yayasan dan sebagainya. terhadap pembuat 
delik korupsi Pasal 52 KUHP pun tidak berlaku. 
Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana 
orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh 
putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik.Adanya 
putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan 
recidive dan concorcus (samenloop, gabungan, perbarengan).  
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Pengecualian ialah pengaturan tentang concorcus yang diatur 
dalam Pasal 71 (1) KUHP, yang menentukan bahwa jikalau setelah 
hakim yang bersangkutan menjatuhkan pidana, lalu disidang 
pengadilan itu ternyata terpidana sebelumnya pernah melakukan 
kejahatan atau pelanggaran (yang belum pernah diadili), maka hakim 
yang akan mengadili terdakwa yang bersangkutan harus 
memperhitungkan pidana yang lebih dahulu telah dijatuhkan dengan 
menggunakan ketentuan-ketentuan tentang concorcus (Pasal 63 
sampai dengan Pasal 70 bis KUHP). 
Seperti yang telah dikemukakan pada hakikatnya ketentuan 
tentang concorcus realis (gabungan delik-delik) tersebut pada Pasal 65, 
66, dan 70 KUHP bukan dasar yang menambah pidana sekalipun 
dalam Pasal 65 (2) dan 66 (1) KUHP, satu perbuatan itu ditambah 
dengan sepertiganya, karena jumlah seluruh pidana untuk perbuatan-
perbuatan itu tidak dapat dijumlahkan tanpa batas.  
Misalnya A mula-mula mencuri (Pasal 362 KUHP), lalu melakukan 
penipuan (Pasal 378 KUHP), kemudian melakukan penggelapan (Pasal 
372 KUHP) kemudian terakhir menadah (Pasal 480 KUHP). A hanya 
dapat dipidana paling tinggi untuk keseluruhan kejahatan tersebut 
menurut sistem KUHP selama 5 tahun penjara (yang tertinggi 
maksimum pidananya diantara keempat kejahatan tersebut) ditambah 
dengan sepertiga lima tahun, atau 1 tahun delapan 8 bulan, jadi lama 
pidananya yaitu 6 tahun 8 bulan.  
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2. Dasar Peringanan Pidana 
Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid,2007:493), bahwa sebagai 
unsur peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum 
adalah: 
a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP) 
b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP) 
c. Strafrechtelijke minderjatingheld, atau orang yang belum cukup umur 
(Pasal 45 KUHP). 
Titel ketiga KUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut pada 
butir a dan butir b bukanlah dasar peringanan pidana yang 
sebenarnya.Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat 
Hazewinkel Suringa (Zainal Abidin Farid,2007:493), yang mengemukakan 
percobaan dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang 
memberikan ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan 
dan pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan 
tersendiri  dalam delik. Jonkers (1946:169) menyatakan bahwa ketentuan 
Pasal 53 (2) dan (3) serta Pasal 57 (2) dan (3) KUHP bukan dasar 
pengurangan pidana menurut keadaan-keadaan tertentu, tetapi adalah 
penentuan pidana umum pembuat percobaan dan pembantu yang 
merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-
undang. Kalau di Indonesia masih terdapat suatu dasar peringanan 
pidana umum seperti tersebut dalam Pasal 45 KUHP, maka di Belanda 
Pasal 39 oud WvS yang mengatur hal yang sama, telah dihapuskan pada 
tanggal 9 Novermber 1961, staatsblad No. 402 dan 403 dan dibentuk 
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kinderststrafwet (Undang-Undang Pokok tentang Perlindungan Anak) 
yang memerlukan karangan tersendiri. 
Pasal 45 KUHP yang sudah ketinggalan zaman itu memberikan 
wewenang kepada hakim untuk memilih tindakan dan pemidanaan 
terhadap anak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu mengembalikan 
anak itu kepada orang tuanya atau walinya tanpa dijatuhi pidana atau 
memerintahkan supaya anak-anak itu diserahkan kepada pemerintah 
tanpa dipidana dengan syarat-syarat tertentu ataupun hakim menjatuhkan 
pidana. Jikalau kemungkinan yang ketiga dipilih oleh hakim, maka 
pidananya harus dikurangi sepertiganya, misalnya seorang anak SMP 
menghilangkan nyawa anak SMA yang berusia 13 tahun.  
Kalau hakim hendak menjatuhkan pidana tertinggi, maka pidana 
tertingginya adalah 15 tahun dikurangi 5 tahun sama dengan 10 tahun 
penjara. Perlu juga dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
tidaklah perlu tertinggi, tetapi hakim dapat memilih pidana yang paling 
ringan yaitu 1 hari menurut Pasal 12 (2) KUHP sampai pidana maksimium 
yang ditentukan didalam Pasal 338 KUHP yang dikurangi sepertiganya, 
dengan kata lain pidana terendah adalah 1 hari dan yang tertinggi adalah 
10 tahun penjara.  
Hanya hakim perlu memperhatikan bunyi Pasal 27 Undang-Undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan Hakim 
memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta 
memperhatikan tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia yaitu 
membalas sambil mendidik. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Dalam penulisan ini, Penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
yang diperlukan. Data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional. 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, Penulis 
memilih lokasi penelitian di Makassar yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri 
Makassar. Alasan Penulis mengambil tempat penelitian di Mahkamah 
Agung  disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian 
dengan tempat penelitian. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
1. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung 
di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan 
sumber informasi yaitu Hakim Mahkamah Agung. 
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan  
melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-
undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku, 
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surat kabar, majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang 
berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Studi Dokumentasi 
Pengumpulan data yang diambil penulis ada yang berasal dari 
dokumen-dokumen penting  baik dari Mahkamah Agung maupun dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Wawancara 
Wawancara yang dilakukan, yaitu wawancara (interview) langsung 
kepada Hakim Mahkamah Agung. 
 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-
keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan 
yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis  bersifat 
mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara 
selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana 
Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Perkara Pidana 
No:936.K/Pid.Sus/2009.MA 
1. Dakwaan Penuntut Umum 
Primair : 
a. Bahwa Terdakwa PT.Giri Jaladhi Wana(PT.GJ‟W) selaku korporasi 
dalam kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan 
Pasar induk Antasari berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor 
664/I/548/Prog; Nomor003/GJW/VII/1998tanggal14 Juli 1998 antara 
Walikota madya Banjarmasin (pihak ke satu) dengan Terdakwa PT. 
Giri jaladhi Wana (pihak kedua) ,pada waktu antara tahun 1998 
sampai dengan tahun 2008 bertempat diKantor Walikota 
Banjarmasin Jalan RE Martadinata No.1 Banjarmasin dan diPasar 
Sentra Antasari jalan Pangeran Antasari Banjarmasin atau setidak 
tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Banjarrnasin, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-
masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian 
rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut 
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu tempat dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Banjarrnasin, telah melakukan beberapa 
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perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai 
suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomiannegara, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
b. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Sentra 
Antasari tersebut Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana bekerjasama 
dengan PT. UE Sentosa sebagai kontraktor pelaksana dengan surat 
perjanjian kerja No. 094/GJW/SPB/ I I / 01 tangga l 1 Pebruari 2001 
antara Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dengan PT. UE Sentosa 
yang di tanda tangani oleh ST.Widagdo selaku Di rut PT. Giri Jaladhi 
Wana dan Dominic Tan selaku Presiden Direktur PT. UE Sentosa 
dengan nilai Rp.137.824.690.000,-(seratus tiga puluh tujuh milyard 
delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu 
rupiah), dengan sistem PT UE Sentosa melaksanakan 
pembangunan dan membiayai pelaksanaan pembangunan tersebut 
dimana setiap kemajuan fisik proyek sudah mencapai 30% maka 
Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana akan membayarnya. 
c. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 Walikota Banjarmasin Drs. 
H.Sofyan Arfan meninggal dunia, selanjutnya urusan pemerintahan 
dilaksanakan Wakil Walikota Banjarmasin Drs. H. Midpai Yabani 
MM. yang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin : 
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1. Nomor 135 tahun 2003 tangga l 1 Oktober 2003, tentang 
pemberlakukan kembali Surat Keputusan Walikota Banjarrnasin 
Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan 
Perseroan Terbatas (PT) Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja 
dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk 
pembangunan Pasar Induk Antasari. 
2. Nomor 136 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003, tentang 
pemberlakukan kembali Perjanjian Kerjasama Nomor : 
664/1/548/Prog, Nomor : 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, 
tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan 
Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, yang di tanda 
tangani oleh H. Sadjoko sebagai pihak pertama bertindak selaku 
Walikota Banjarmasin dan ST.Widagdo sebagai pihak kedua 
bertindak selaku Direktur Utama mewakili Terdakwa PT. Giri 
Jaladhi Wana, beserta addendum tanggal 15 Agustus 2000 
dengan Surat KeputusanNo. 118 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 
2003. 
d. Bahwa Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dalam melaksanakan 
Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Induk Sentra Antasari telah 
melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan 
penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :  
1. Dalam Pasal 3 Perjanjian kerjasama Nomor 664/I/548/Prog ; 
Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang kontrak 
bagi tempat usaha yang diijinkan Pemerintah Kota Banjarmasin 
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dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya 
Banjarmasin dan addendumnya menyatakan PT. Giri Jaladhi 
Wana berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan 
fasilitas penunjangnya hanya sejumlah 5.145 unit tetapi Terdakwa 
PT. Giri Jaladhi Wana secara melawan hukum yaitu tanpa 
persetujuan DPRD Kota Banjarmasin telah membangun 6.045 unit 
terdiri dari toko, kios, los, lapak dan warung, sehingga terjadi 
penambahan 900 unit bangunan. Penambahan 900 unit tersebut 
di jual dengan harga sebesar Rp. 16.691.713.166.- (enam belas 
milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas 
ribu seratus enam puluh enam rupiah), dan hasil penjualan 
tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kota Banjarmasin. 
2. Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja sama Nomor 664/ I/548 
/Prog ; Nomor 003/GJW/VII/1998, tanggal 15 Agustus 2000 
Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana mempunyai kewajiban kepada 
Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membayar retribusi sebesar 
Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) ; membayar penggantian 
uang sewa Rp.2.500.000.000.- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) 
dan membayar pelunasan kredit Inpres Pasar Antasari 
Rp.3.750.000.000.- ( tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 
jumlah keseluruhan yang harus dibayar Rp.6.750.000.000.- (enam 
milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa PT. Giri 
Jaladhi Wana hanya membayar sebesar Rp.1.000.000 .000.-, 
(satu milyar rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 
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Rp. 5.750.000 .000.- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah) yang seharusnya disetor ke kas Pemerintah Kota 
Banjarmasin, namun Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana sengaja 
tidak membayar uang tersebut dimana Terdakwa PT. Giri Jaladhi 
Wana melalui ST.Widagdo memberikan keterangan yang tidak 
benar dengan menyatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin 
seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai, 
padahal sesuai keterangan Ir. Wahid Udin, MBA. Projek Manajer 
Pembangunan Pasar Sentra Antasari dan laporancomplet i on 
report PT. Satya Graha Tara (Konsultan Pengawas Proyek 
Antasari yang diminta Bank Mandiri),melaporkan per September 
2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100% dan per 
Oktober 2004 mempunyai surplus Rp. 64.579.000.000.- (enam 
puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah ) 
dari hasil penjualan toko, kios dan los sertawarung. 
3. Selain telah mendapatkan surplus Rp. 64.579.000.000,-(enam 
puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), 
Terdakwa PT.\Giri Jaladhi Wana dengan menggunakan asset 
Pemerintah Kota Banjarmasinberupa tanah dan bangunan pasar 
tersebut untuk jaminan mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) 
dari Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar 
rupiah) dengan agunan seluruh bangunan Pasar Sentra Antasari 
milik Pemerintah Kota Banjarmasin, namun meskipun sudah 
mendapatkan uang sebesar Rp.164.579.000.000,- (seratus enam 
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puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) 
yang terdiri dari uang Rp.64.579.000.000,- (enam puluh empat 
milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan 
Rp.100.000.000.000,-, (seratus milyar rupiah) ternyata Terdakwa 
PT. Giri Jaladhi Wana tidak membayar sebesar Rp. 
5.750.000.000.- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).  
e. Bahwa pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari yang seharusnya 
selesai pada bulan Desember 2002 namun prestasi fisiknya atau 
proyeknya sampai dengan bulan Agustus 2002 baru mencapai 36% 
dan hutang Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana kepada kontraktor 
pelaksana yaitu PT. UE Sentosa yang belum dibayar telah mencapai 
Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah), sehingga 
pihak kontraktor mendesak kepada Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana 
untuk segera menyelesaikan hutangnya. Di sisi lain pihak 
Pemerintah Kota Banjarmasin selaku pemilik proyek meminta 
Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana segera menyelesaikan proyek 
pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari tersebut karena pusat 
perbelanjaan tersebut merupakan proyek strategis yang memiliki 
dampak sosial tinggi. Melalui surat No.078/GJW/B/VIII/002 tanggal 
12 Agustus 2002 Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana mengajukan 
permohonan restrukturisasi berupa penjadwalan kembali 
(rescheduling) pelunasan kredit sekaligus tambahan kredit sebesar 
Rp.50.000.000.000; (lima puluh milyar rupiah) kepada Commercial 
Banking Group PT. Bank Mandiri di Jakarta dan tidak melalui PT. 
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Bank Mandiri Hub Banjarmasin karena untuk restrukturisasi itu yang 
berwenang adalah Kantor Pusat PT. Bank Mandiri di Jakarta, 
sehingga penanganan kredit dan nota analisa restrukturisasi kredit di 
lakukan oleh Commercial BankingGroup sehingga terbitlah Surat 
Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit 
No.9.Hb.BLM.CO/1137/2002 tanggal 9 oktober 2002 atas dasarsurat 
nomor RBG.CMB/456/2002 tangga l7 Oktober 2002 dariGroup Head 
Commercial Banking Group yang di tujukkan kepada PT. Bank 
Mandiri Hub Banjarmasin Lambung Mangkurat perihal 
Restrukturisasi Fasilitas Kredit Atas Nama PT. Giri Jaladhi Wana 
(terdakwa) dan Penyediaan KUK Bagi Para Pedagang Pasar 
Antasari Banjarmasin. 
f. Bahwa Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dalam penggunaan fasilitas 
kredit modal kerja dari PT. Bank Mandiri telah melakukan perbuatan 
melawan hukum dengan melakukan penyimpangan-penyimpanan 
sebagai berikut : 
Berdasarkan Perjanjian kredit modal kerja Nomor 048/001/KMK 
CO/2001 tanggal 19 Desember 2001 Akta Notaris Nomor 69 kredit 
yang diajukan oleh Terdakwa PT Giri Jaladhi Wana yaitu kredit 
modal kerja untuk tujuan penambahan pendanaan pembangunan 
Pasar Induk Sentra Antasari sebesar Rp. 25 milyar dengan jangka 
waktu 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan kredit 
namun sampai jatuh tempo kreditnya yaitu tanggal 19 September 
2002 Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana tidak dapat memenuhi 
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kewajiban pembayaran pelunasan kreditnya dan hanya membayar 
sebagian hutang pokoknya sebesar Rp.1.450.000.000 (satu milyar 
empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa PT. Giri 
Jaladhi Wana masih mempunyai kewajiban hutang pokoknya 
sebesar Rp. 23.550.000 .000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus lima 
puluh juta rupiah) dan hutang bunga sebesar Rp.3.452.000.000,- 
(tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan lama 
tunggakan 8 (delapan) bulan. 
g. Bahwa Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana telah memperkaya diri 
sendiri atau orang lain dari hasil penjualan toko, kios, los, lapak yang 
dibangun tanpa ijin Pemerintah Kota Banjarmasin, pengelolaan 
Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, dan fasilitas kredit modal kerja 
yang di terima dari PT. Bank Mandiri, Tbk. Tersebut. 
h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana tersebut 
telah merugikan keuangan Negara Pemerintah Kota Banjarmasin 
sebesar Rp.7.332.361.516,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua 
juta tiga ratus enam puluh saturibu lima ratus enam belas rupiah) 
berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan 
Selatan No. S-1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 dan PT. 
Bank Mandiri, Tbk. sebesar Rp.199.536.064.675,65 (seratus 
sembilan puluh sembilan milyar Iima ratus tiga puluh enam juta enam 
puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima 
rupiah atau setidak - tidaknya sekitarjumlah tersebut. 
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Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 
(1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) 
KUHPidana 
Subsidair : 
a. Bahwa Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) selaku korporasi 
dalam kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan 
Pasar Induk Antasari berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor 
: 664/I/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 
antara Walikotamadya Banjarmasin (pihak kesatu) dengan Terdakwa 
PT. Girijaladhi Wana (pihak kedua), pada waktu antara tahun 1998 
sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Walikota 
Banjarmasin Jalan RE Martadinata No.1 Banjarmasin dan di Pasar 
Sentra Antasari jalan Pangeran Antasari Banjarmasin atau setidak 
tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Banjarrnasin, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-
masing merupakan kejahatan yang ada hubungannyasedemikian 
rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut 
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan 
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keuangan negara atau perekonomiannegara, perbuatan tersebut di 
lakukan dengan cara sebagai berikut : 
b. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Sentra 
Antasari tersebut PT. Giri Jaladhi Wana bekerjasama dengan PT. UE 
Sentosa sebagai kontraktor pelaksana dengan surat perjanjian kerja 
No. 094/GJW/SPB/II/01 tanggal 1 Pebruari 2001 antara PT. Giri 
Jaladhi Wana dengan PT. UE Sentosa yang di tanda tangani oleh 
Widagdo selaku Dirut PT. Giri Jaladhi Wana dan Dominic Tan selaku 
Presiden Direktur PT. UE Sentosa dengan nilai 
Rp.137.824.690.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus 
dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 
dengan sistem PT UE Sentosa melaksanakan pembangunan dan 
membiayai pelaksanaan pembangunan tersebut dimana setiap 
kemajuan fisik proyek sudah mencapai 30% maka PT. Giri Jaladhi 
Wana akan membayarnya. 
c. Bahwa pelaksanaan pembangunan Pasar Sentra Antasari sampai 
dengan bulan Desember 2002 ternyata belum selesai, sehingga Drs. 
H. Sofyan Arpan selaku Walikota Banjarmasin pada tanggal 13 
Januari 2003 dengan surat nomor 23/3/2003 memberikan batas 
waktu penyelesaian pembangunan Pasar Induk Antasari hingga 10 
Pebruari 2003. 
d. Bahwa sampai bulan Agustus 2003, ternyata pekerjaan 
pembangunan Pasar Sentra Antasari belum juga selesai sehingga 
Walikota Banjarmasin H.Sofyan Arpan mencabut Surat Keputusan 
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Walikota Banjarmas in Nomor : 088/Prog /1998 tanggal 13 Juli 1998 
tentang penunjukan PT Giri Jaladhi Wana (terdakwa) sebagai mitra 
kerja dalam pelaksanaan ker jasama kont rak bagi tempat usaha 
untuk pembangunan pasar Induk Antasari, dengan SK.No. 117 tahun 
2003 tanggal 13 Agustus 2003 dan membatalkan kerjasama tentang 
kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk 
Antasari Kotamadya Banjarmasin Nomor 664/I/548/Prog; Nomor 
003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat 
usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari kotamadya 
Banjarmasin,yang di tanda tangani oleh H. Sadjoko sebagai pihak 
pertama bertindak selaku Walikota Banjarmasin dan ST. Widagdo 
sebagai pihak kedua bertindak mewakili Terdakwa PT. Giri 
JaladhiWana. 
e. Bahwa Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dalam melaksanakan 
Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Induk Sentra Antasari telah 
menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena kedudukannya yaitu dengan melakukan penyimpangan-
penyimpangan sebagai berikut :  
1. Dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari 
Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana sejak tahun 1998 s.d 2004 telah 
membangun 6.045 unit terdiri dari toko, kios, los, lapak dan 
warung, padahal yang di izinkan Pemerintah Kota Banjarmasin 
berdasarkan Pasal 3 Perjanjian kerjasama Nomor 664/I/548 /Prog 
; Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang kontrak 
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bagi tempat usaha yang di ijinkan Pemerintah Kota Banjarmasin 
dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya 
Banjarmasin dan Addendumnya menyatakan “PT.Giri Jaladhi 
Wana berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan 
fasilitas penunjangnya hanya sejumlah 5.145 unit” sehingga terjadi 
kelebihan 900 unit bangunan dan oleh Terdakwa PT. Giri Jaladhi 
kelebihan 900 unit tersebut telah dijual tanpa penetapan Kepala 
Daerah serta persetujuan DPRD Kodya Banjarmasin dengan 
harga Rp.16.691.713 .166 (enam belas milyar enam ratus 
sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam 
puluh enam rupiah), dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan 
ke kas daerah Kota Banjarmasin. 
2. Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja sama 
Nomor664/I/548/Prog ; Nomor 003/GJW/VII/1998, tanggal 15 
Agustus 2000 Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana mempunyai 
kewajiban kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membayar 
retribusi sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah); 
membayar penggantian uang sewa Rp. 2.500.000.000.- (Dua 
milyar lima ratus juta rupiah) dan membayar pelunasan kredit 
Inpres Pasar Antasari Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus 
lima puluh juta rupiah), jumlah keseluruhan yang harus dibayar 
Rp.6.750.000.000.- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah), tetapi Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana hanya membayar 
sebesar Rp.1.000.000.000.- , (satu milyar rupiah), sehingga masih 
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terdapat kekurangan sebesar Rp. 5.750.000 .000.- (lima milyar 
tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya disetor ke Kas 
Pemerintah Kota Banjarmasin, namun Terdakwa PT. Gir i Jaladhi 
tidak membayar uang tersebut dimana Terdakwa PT. Giri Jaladhi 
Wana melalui ST. Widagdo memberikanketerangan yang t idak 
benar dengan menyatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin 
seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai, 
padahal sesuai keterangan Ir. Wahid Udin, MBA. Projek Manajer 
Pembangunan Pasar Sentra Antasari dan laporancompleti on 
report PT. Satya Graha Tara (Konsultan Pengawas Proyek 
Antasari yang diminta Bank Mandiri),melaporkan per September 
2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100% dan per 
Oktober 2004 mempunyai surplus Rp. 64.579.000 .000.- (enam 
puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah ) 
dari hasil penjualan toko, kios dan los serta warung. 
3. Selain telah mendapatkan surplus Rp.64.579.000 .000,- (enam 
puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), 
Terdakwa PT.Giri Jaladhi Wana dengan menggunakan asset 
Pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan bangunan pasar 
tersebut untuk jaminan mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) 
dari Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar 
rupiah) dengan agunan seluruh bangunan Pasar Sentra Antasari 
milik Pemerintah Kota Banjarmasin, namun meskipun sudah 
mendapatkan uang sebesar Rp.164.579.000.000 (seratus enam 
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puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) 
yang terdiri dari uang Rp. 64.579.000.000,- (enam puluh empat 
milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan 
Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ternyata Terdakwa 
PT. Giri Jaladhi Wana tidak membayar sebesar Rp. 
5.750.000.000.- ( lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 
f. Bahwa sementara itu pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari 
yang dijadwalkan selesai pada bulan Desember 2002 namun 
prestasi fisiknya atau proyeknya sampai dengan bulan Agustus 2002 
baru mencapai 36% dan hutang PT. Giri Jaladhi Wana kepada 
kontraktor pelaksana yaitu PT.UE Sentosa yang belum dibayar telah 
mencapai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah), 
dimana pihak kontraktor mendesak kepada PT.Giri Jaladhi Wana 
untuk segera menyelesaikan hutangnya. Di sisi lain pihak 
Pemerintah Kotamadya Banjarmasin selaku pemilik proyek meminta 
PT. Giri Jaladhi Wana segera menyelesaikan proyek pembangunan 
Pasar Induk Sentra Antasari tersebut karena pusat perbelanjaan 
tersebut merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial 
tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut maka melalui surat No. 
078/GJW/B/VIII/002 tanggal 12 Agustus 2002 PT. Giri Jaladhi Wana 
mengajukan permohonan restrukturisasi berupa penjadwalan 
kembali (rescheduling) pelunasan kredit sekaligus tambahan kredit 
sebesar Rp. 50.000.000.000; (lima puluh milyar rupiah) kepada 
Commercial Bangking Group PT. Bank Mandiri di Jakarta dan tidak 
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melalui PT. Bank Mandiri Hub Banjarmasin karena untuk 
restrukturisasi itu yangberwenang adalah Kantor Pusat PT. Bank 
Mandiri di Jakarta, sehingga penanganan kredit dan nota analisa 
restrukturisasi kredit dilakukan oleh Commercial BankingGroup dan 
terbitlah Surat Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas 
Kredit No.9.Hb.BLM.CO/1137/2002 tangga l9 oktober 2002 atas 
dasarsurat nomor RBG.CMB/456/2002 tangga l7 Oktober 2002 
dariGroup Head Commercial Banking Group yang ditujukkan kepada 
PT. Bank Mandiri Hub Banjarmasin Lambung Mangkurat perihal 
Restrukturisasi Fasilitas Kredit Atas Nama PT. Giri Jaladhi Wana dan 
Penyediaan KUK Bagi Para Pedagang Pasar Antasari Banjarmasin. 
g. Bahwa Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana telah memperkaya diri 
sendiri atau orang lain dari hasil penjualan toko, kios, los, lapak yang 
dibangun tanpa ijin Pemerintah Kota Banjarmasin, pengelolaan 
Pasar Sentra Antasari Banjanmasin, dan fasilitas kredit modal kerja 
yang diterima dari PT. Bank Mandiri, Tbk. tersebut. 
h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana tersebut 
telah merugikan keuangan Negara Pemerintah Kota Banjarmasin 
sebesar Rp.7.332.361 .516,- ( tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua 
juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) 
berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan 
Selatan No.S-1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 dan PT. 
Bank Mandiri, Tbk. sebesar Rp.199.536.064.675,65 (seratus 
sembilan puluh sembilan milyar Iima ratus tiga puluh enam juta enam 
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puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima 
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. 
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. 
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat 
(1) KUHPidana. 
2. Tuntutan Penuntut Umum 
Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi 
serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian 
tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka 
persidangan tanggal 19 November 2009 yang pada pokoknya penuntut 
supaya Majelis Hakim memutuskan : 
a. Menyatakan terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana telah terbukti bersalah 
melakukan beberapa perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang 
berhubungan sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai 
satu perbuatan berlanjut melanggar Pasal 2 ayat (1) jo . Pasal 18Jo. 
Pasal 20 undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang undang Nomor20 tahun 2001 tentang perubahan 
atas Undang undangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
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Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana 
dalam Dakwaan Primair. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana 
dengan pidana denda sebesar Rp.1.300 .000 .000 (satu milyar tiga 
ratus juta rupiah). 
c. Menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara 
PT.GJW selama 6 ( enam ) bulan. 
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5.000 lima ribu rupiah) . 
3. Amar Putusan 
Sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 936.K/Pid .Sus /2009 
tanggal 25 Mei 2009 yang Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri  
Nomor: 908/Pid.B/2008/PN.Bjm serta Putusan Pengadilan Tinggi 
Banjarmasin Nomor : 812/Pid.Sus/2009/PT.Bjm tanggal 09 Juni 2009 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 
a. Menyatakan Terdakwa PT.Giri Jaladhi Wana tersebut diatas telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “KORUPSI SECARABERLANJUT” 
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pt. Giri Jaladhi Wana dengan 
pidana denda sebesar Rp.1.317.782 .129,- (satu milyar tiga ratus 
tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh 
sembilan Rupiah). 
c. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Penutupan Sementara 
PT.GIRI JALADHI WANA selama 6 (enam) bulan. 
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4. Penerapan Sanksi Pidana oleh Hakim 
Adapun penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan 
dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini pada dasarnya adalah sebagai berikut : 
Hakim memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan dengan perkara pidana ini yaitu Pasal 2 
ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) 
KUHPidana. 
Hakim memperhatikan asas “lex specialis derogat lex generalis” di 
dalam  menerapkan ketentuan pidana kepada terdakwa di dalam 
perkara pidana tersebut.Majelis Hakim berpendapat, bahwa penuntut 
umum telah berhasil membuktikan dakwaannya dan Majelis Hakim juga 
berpendapat bahwa tidak ada diperoleh suatu hal-hal apapun ataupun 
keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa,  oleh karenanya terdakwa 
dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi Hukuman yang setimpal 
dengan kesalahannya berdasarkan.Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. 
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana 
 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Dan Ringannya 
Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Perkara Pidana 
No:936.K/Pid.Sus/2009 
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada 
Perkara Pidana No:936.K/Pid.Sus/2009Mahkamah Agung yang 
menguatkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan 
Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannyaterhadap unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan adalah sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
disusun secara subsidairitas maka oleh karenanya Majelis Hakim terlebih 
dahulu harus mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 
2 ayat (1) jo pasal 18 jo pasal 20 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang 
unsur unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Setiap orang; 
2. Secara Melawan Hukum; 
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi; 
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4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian 
Negara; 
5. Unsur Perbuatan berlanjut 
 
Tentang unsur-unsur  
1. Unsur pertama “setiap orang” . 
Pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 
3 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 
Tahun 2001Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah perorangan 
termasuk Korporasi, orang perorangan adalah orang secara individu 
yang dalam KUHP di rumuskan dengan kata „barang siapa‟, sedangkan 
Korporasiadalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 
terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum; 
Sebagaimana pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana 
Korupsi yaitu dalam hal tindak pidana Korupsi di lakukan oleh atau atas 
nama suatu Korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat 
dilakukan terhadap Korporasi dan atauPengurusnya. 
Terdakwa PT Giri Jaladhi Wana merupakan badan hukum, maka 
terdakwa dapat dikategorikan sebagai korporasi menurut Undang-
Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi 
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berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang“ telah 
terpenuhi. 
2. Unsur kedua “secara melawan hukum” 
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang 
Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, bahwa 
“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak 
pidana tersebutdilakukan oleh orang- orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun 
bersama-sama”. 
Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah 
terbukti benar bahwa seluruh rangkaian perbuatan terdakwa PT Giri 
JaladhiWana dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Sama Nomor 664/I/548/Prog - Nomor 003/GJW/VI 
I/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka 
Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin dan surat 
Walikota Banjarmasin Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 
2004 tentang Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari 
kepada terdakwa; 
Dalam penanda tanganan maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Sama Nomor 664/ I / 548 /Prog -Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang 
Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk 
Antasari Kota Banjarmasin dan surat Walikota Banjarmas in Nomor 
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500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukan 
Pengelolaan Sementara Sentra Antasari kepada terdakwa tersebut 
terdakwa telah diwakili oleh STEVANUS WIDAGDO bin SURAJI 
SASTRODIWIRYO Direktur Utama PT. GIRI JALADHI WANA (PT. 
GJW) dan Drs. TJIPTOMO selaku Direktur PT. GIRI JALADHI WANA 
(PT. GJW), dalam kedudukannya sebagai direktur utama dan sebagai 
direktur tersebut keduanya adalah directing mind pada PT. GIRI 
JALADHI WANA (PT. GJW)  
Demikian juga dalam upaya untuk mendapatkan kucuran dana 
Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Mandiri, Tbk. yang diajukan oleh 
terdakwa. Dalam hal ini terdakwa telah diwakili oleh STEVANUS 
WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO Direktur Utama PT. GIRI 
JALADHI WANA (PT. GJW) dan Drs. TJIPTOMO selaku Direktur PT. 
GIRI JALADHI WANA (PT. GJW), dalam kedudukannya sebagai 
direktur utama dan sebagai direktur tersebut keduanya adalah di reting 
mind pada PT. GIRI JALADHI WANA (PT. GJW); 
Sesuai anggaran dasar perusahaan PT. GIRI JALADHI WANA 
(PT. GJW) bergerak bidang usaha : Perdagangan, Industri, Agrobisnis, 
Pengadaan Barang, Jasa, Transportas, Pembangunan, Design Interior, 
maka Perjanjian Kerja Sama Nomor664/ I / 548 /Prog - Nomor 
003/GJW/VI I / 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam 
Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmain dan 
surat Walikota Banjarmasin Nomor500/259/Ekobang/2004 tangga l 30 
Mei 2004 tentang Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra 
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Antasarikepada terdakwa serta upaya terdakwa untuk mendapatkan 
kucuran dana Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Mandiri, Tbk., adalah 
masih dalam ruang lingkup bidang usaha terdakwa tersebut;Bahwa 
benar atas kejadian tersebut STEVANUSWIDAGDO bin SURAJI 
SASTRODIWIRYO selaku DirekturUtama PT. GIRI JALADHI WANA 
(PT. GJW) telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan 
NegeriBanjarmas in No. 908/Pid .B/2008 /PN.Bjm tanggal 18Desember 
2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 
02/PID/SUS/2009/PT.Bjm.tanggal 25 Februar i 2009 jo. Putusan 
MahkamahAgung RI Nomor 936 K/Pid .Sus /2009 tangga l 25 Mei2009. 
Dari uraian diatas jelas bahwa Stepanus Widagdo selaku 
pengurus PT.Giri Jaladhi Wana yang mewakili terdakwa PT Giri Jaladhi 
Wana adalah seseorang yang memiliki posisi Direktur Utama PT Giri 
Jaladhi Wana yang melakukanperbuatan tersebut dalam rangka 
maksud dan tujuan korporasi dan dengan maksud memberikanmanfaat 
atau keuntungan bagi korporasi danperbuatan perbuatan terdakwa 
tersebut dapat diktegorikan sebagai perbuatan “melawan hukum” 
(wederechtelijke) formil dan oleh karenanya makaunsur kedua “secara 
melawan hukum“ telah terpenuhi; 
 
3. Unsur ketiga “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 
khususnya menyangkut adanya aliran dana dalam pelaksanaan 
KontrakBagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk 
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Antasari Kota Banjarmasin yang menggunakan dana kucuran Kredit 
Modal Kerja dari PT.Bank Mandiri, Tbk. yang diajukan oleh terdakwa 
PT Giri Jaladhi Wana dan penunjukkan terdakwa PT Giri Jaladhi Wana 
untuk mengelola Pasar Sentra Antasari, telah dapat disimpulkan 
adanyapenambahan kekayaan terdakwa, pihak-pihak yang terlibat di 
dalamnya maupun orang lain (Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Paul 
Hadiwinata, Hidajat & Rekan No.A/251/PC/D/03tanggal 26 September 
2003) perihal laporan hasil pemeriksaan penerimaan dan penggunaan 
dana PT. Giri Jaladhi Wana (terdakwa) untuk periode 1 Januari 2000 
s.d. 30 Juni 2003 terdapat penggunaan dana yang berasal dari kredit 
PT.Bank Mandiri, Tbk. te lah dipergunakan untuk kepentingan lain dari 
terdakwa selain untukpembiayaan pembangunan Pasar Sentra Antasari 
sebesar Rp. 39.179.924.284,00 (Tiga puluh sembilan milyar seratus 
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua 
ratus delapan puluh empat Rupiah) 
Bahwa demikian pula perbuatan terdakwa yang sejak ditunjuk 
untuk mengelola Pasar Sentra Antasari berdasarkan Surat Walikota 
Nomor500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 s.d Desember 2007 
sengaja tidak membayar uang pengelolaan Pasar Sentra Antasari 
kepada kas daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dan memberikan 
keterangan yang tidak benar dengan mengatakan kepada Pemerintah 
Kota Banjarmasin bahwa seolah-olah pengelolaan merugi, 
padahalsesuai laporan keuangan pengelolaan pasar Sentra Antasari 
Banjarmasin periode Juli 2004 s/d Desember 2007 terkumpul dana 
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sebesar Rp.7.650.143,645,- (Tujuh milyar enam ratus limapuluh juta 
seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dan 
sebelum pengelolaan Pasar Sentra Antasari tersebut dilakukan oleh 
terdakwa PT Giri Jaladhi Wana dan pada saat itu masih berbentuk 
pasar tradisional pemerintah Kota Banjarmasin menerima hasil retribusi 
pasar lebih kurang Rp 800.000, - (Delapan ratus ju ta rupiah) setiap 
tahunnya,sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa PT Giri Jaladhi 
Wana tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga “melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi” 
telah terpenuhi. 
4. Unsur keempat dapat merugikan negara atau perekonomian negara 
Tentang unsur keempat “dapat merugikankeuangan Negara atau 
Perekonomian Negara” dari fakta-fakta hukum yang terungkap di pers 
idangan telah terbukti benar, dana dalam pelaksanaan Kontrak Bagi 
Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari 
Kota Banjarmasin tersebut menggunakan dana kucuran Kredit Modal 
Kerja dari PT. Bank Mandiri, Tbk. yang diajukan oleh terdakwa PT Giri 
Jaladhi Wana yang mana dalam hal ini PT. Bank Mandiri, Tbk. adalah 
merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga dana yang dikucurkan 
dalam bentuk kredit modal kerja tersebut dapat dikategorikan sebagai 
kekayaan Negara yang berada dalam pengurusan dan pertanggung 
jawaban Badan Usaha Milik Negara 
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Bahwa terdakwa PT Giri Jaladhi Wana juga tidak membayar 
retribusi, penggantian uang sewa dan pelunasan Kredit Inpres Pasar 
Antasari sebagaimana telah diperjanjikan, yang seluruhnya adalah 
sebesar Rp.5.750.000.000 ,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh juta 
Rupiah). 
Bahwa te rdakwa sejak di tun j uk untuk mengelola Pasar Sentra 
Antasari berdasarkan Surat Walikota Nomor 500/259/Ekobang/2004 
tanggal 30 Mei 2004 s.d. Desember 2007 sengaja tidak membayar 
uang pengelolaan Pasar Sentra Antasari kepada kas daerah 
Pemerintah Kota Banjarmasin dan ST.Widagdo memberikan 
keterangan yang tidak benar dengan mengatakan kepada Pemerintah 
Kota Banjarmasin seolah-olah pengelolaan itu merugi, padahal sesuai 
laporan keuangan pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin dari 
periode Juli 2004 s.d. Desember 2007 terkumpul dana sebesar Rp. 
7.650.143 .645,00 (Tujuh milyar enam ratus lima puluh juta seratus 
empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah). 
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Giri JaladhiWana tersebut 
telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Banjarmasin 
sebesar Rp.7.332.361.516 ,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua 
juta tiga ratus enam puluh satu ribul ima ratus enam belas Rupiah) 
berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan 
Selatan No.S-1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 dan PT. Bank 
Mandiri, Tbk. sebesar Rp.199.536.064 .675 ,65 (Seratus sembilan 
puluhsembilan milyar Iima ratus tiga puluh enam juta enam puluh 
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empat ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima Rupiah) 
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. 
Bahwa dalam hal ini selain telah nyata-nyatamerugikan keuangan 
Negara, karena perbuatan terdakwa tersebut berkait an dengan 
pembangunan dan pengelolaan sebuah pasar, dan dengan 
terungkapnya kasus ini kondisi Pasar Sentra Antasari sekarang ini 
menjadi tidak jelas lagi, siapa pengelolanya, maka perbuatan terdakwa 
juga berpotensi merugikan Perekonomian Negara. berdasarkan 
pertimbangan tersebut unsurkeempat “dapat merugikan keuangan 
Negara danPerekonomian Negara” telah terpenuhi ; 
5. Unsur perbuatan berlanjut 
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana berbunyi sebagai berikut : Jika 
antara beberapaperbuatan meskipun masing- masing 
merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian 
rupa sehingga harus dipandangsebagai perbuatan berlanjut , maka 
hanya di terapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat”. 
Untuk adanya perbuatan berlanjutdipersyaratkan harus timbul dari 
satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan 
rentang waktunya tidak boleh terlalu lama, Dari fakta hukum yang 
terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa penyimpangan yang 
dilakukan terdakwa dalam perkara ini berlangsung dari tahun 1998 s/d. 
sekarang, adalah dalam rangkaian kontrak bagi tempat usahadalam 
rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin 
dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari. Berdasarkan pertimbangan 
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tersebutperbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “perbuatan 
berlanjut ” 
Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsurnya telah 
terpenuhi maka kepada terdakwa PT Giri Jaladhi Wana haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah danSECARA BERLANJUT 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo 
pasal 18 jo pasal 20 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang 
Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 
No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 
pasal 64 ayat (1) KUHP (dalam Dakwaan Primair).  
Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka 
Majelis tidak akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya. 
Berdasarkan dengan uraian diatas, sebagaimana yang dikemukakan 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, 
tuntutan  penuntut umum, dan pertimbangan Hukum Hakim dalam amar 
putusan telah menilaibahwa perbuatan terpidana telah memenuhi unsur 
dan syarat dapat  dipidananya yang bersangkutan.  
Menimbang, Bahwa sebelum Majelis Hakim mejatuhkan 
putusannya terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut. 
1. Hal-hal yang memberatkan 
Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar 
biasa (extraordinary crime) yang memerlukanpenanganan secara luar 
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biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi 
keuangan dan atauperekonomian negara; 
Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Kota 
Banjarmasin dan Bank MandiriTbk; - 
2. Hal-hal yang meringankan 
Tidak ada  
Pertimbangan Hakim dalam menentukan  Hukuman yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa yang didasarkan dengan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan  di dalam kasus tersebut, serta di 
dasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, di mana alat bukti yang 
diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya beberapa 
keterangan saksi yang  saling bersesuaian turut menentukan berat 
ringannya Hukuman yang akan di  jatuhkan kepada terdakwa. 
Oleh karena itu, majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin 
908/Pid.B/2008/PN., jo putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin 
Nomor:02/Pid.Sus/2009/PT.BJM, tanggal 24 Pebruari 2009, dalam amar 
putusannya serta dikuatkan oleh jo putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor : 936.K/Pid.Sus /2009 tanggal 25 Mei 2009 telah dinya 
takan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara 
bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 jo pasal 20 Undang-Undang No.31 
Tahun 1999 jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan 
atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP 
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BAB V 
PENUTUP 
 
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan sanksi pidana Hakim dalam putusanNo:936.K/Pid.Sus/2009 
Mahkamah Agung ialah dengan menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 
18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.sebagai alternatif 
pertama dengan melihat asas “lex specialis derogat lex generalis”, 
dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan 
aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian Hukum bagi 
aparat penegak Hukum dalam menerapkan suatu peraturan 
perundang-undangan. 
2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan berat dan ringannya pidana 
yang di jatuhkan dalam kasus tindak pidana korupsi secara berlanjut 
pada putusan No:936.K/Pid.Sus/2009 Mahkamah Agung kepada 
terpidana didasarkan atas penilaian objektif dengan melihat, antara 
lainBahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa 
(extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa 
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pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan 
dan atau perekonomian negara. 
 
B. Saran 
Berdasarkan analisis teori yang diperoleh di lapangan mengenai 
putusan Mahkamah Agung Nomor 936.K/Pid.Sus/2009)tentang tindak 
pidana korupsi diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Dalam penyusunan kebijakan dalam rangka menanggulangi tindak 
pidana korupsi dalam pengelolaan pasar tersebut, pemerintah harus 
saling bekerja sama dengan aparat hukum, pihak yang terkait serta 
maysyarakat untuk meminimalisir tindak pidana korupsi. 
2. Untuk mencegah kejadian serupa hendaknya pemerintah kota 
banjarmasin turut berperan aktif dalam mengawsi pekerjaan yang 
dilimpahkan oleh pihak ke tiga sehingga sulit bagi pihak ke tiga untuk 
menyelewengkan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota 
yang dapat merugikan negara. 
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